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ABSTRAK/IKHTISAR
lyum Jumanah Nashir. NIM 07110008. “KH. ABDURRAHMAN WAHID,
NEGARA DAN KEBIJAKAN NON-DISKRIMINASI; STUDI TERHADAP
KEBIJAKAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA”. Skripsi. Cirebon: Fakultas
Adab Dakwah Ushuludin, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Institut Agama Islam
Negeri, Mei 2012

Penelitian ini bertolak dari fenomena adanya tindakan diskriminasi terhadap
etnis Tionghoa, yang mana etnis Tionghoa dibatasi ruang geraknya. Contohnya dalam
berbagai bidang kehidupan seperti adat istiadat, tradisi, serta agama Khonghucu yang
masih dipandang sebelah mata. Ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden,beliau
mengeluarkan peraturan non diskriminasi bahwa etnis Tionghoa boleh memiliki
ruang gerak terutama menyangkut tentang ke Tionghoaan. Peraturan peraturan
diskriminasi etnis Tionghoa mulai ditinjau kembali. Penelitian ini bertujuan ingin
mengetahui latarbelakang di buatnya inpres tersebut tentang adat istiadat, tradisi,
serta agama Khonghucu. Hal tersebut menunjukan masih adanya prasangka negatif
terhadap etnis Tionghoa. Dengan adanya peraturan yang dibuat Gus Dur secara
perlahan etnis Tionghoa mulai memiliki hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriftif yaitu melakukan
wawancara dengan salah satu tokoh etnis Tionghoa guna mengetahui dampak dari
dibuatnya kebijakan Gus Dur. Berdasarkan hasil penelitian bahwa etnis Tionghoa
mulai mengalami perubahan terutama setelah dibentuknya kebijakan Gus Dur dengan
mengeluarkan Inpres no. 6/2000 tentang pencabutan Inpres no.14/1966 tentang
agama, kepercayaan, dan adat istiadat.Dengan ini, kegiatan keagamaan, adat istiadat,
serta kepercayaan bisa dilaksanakan secara publik tanpa adanya tekanan dari pihak

manapun.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 23 Juli 1995 terjadi peristiwa kontroversial perkara Budi dan
Lanny yang menikah dengan tata cara agama Konghucu di Surabaya. Dalam
peraturan hukum Indonesia, selain muslim, warga negara Indonesia yang
beragama lain diwajibkan mencatat perrnikahan mereka di Kantor Catatan Sipil.
Namun ketika pasangan Buddi dan Lanny ingin mencatat perkawinan mereka di
Kantor Catatan Sipil, permohonan mereka ditolak karena mereka beragama
Konghucu yang tidak termasuk agama resmi di Indonesia kecuali mereka yang
mengubah agamanya menjadi agama Buddha yang merupakan salah satu agama
resmi di samping Islam, Hindu, Katolik, dan Protestan. Perkara tersebut
mendapatkan perhatian dari organisasi hak asasi manusia, masyarakat Tionghoa
dan kaum intelek pribumi.*

Pengacara Budi berpendapat bahwa Konghucu adalah agama dan sebagai
negara Pancasila di mana warganegaranya mempunyai kebebasan beragama,
Kantor Catatan Sipil tidak mempunyai wewenang untuk menolak pendaftaran
pernikahan Budi dan Lanny. Kesempatan Budi untuk memenangkan perkara
tersebut sangatlah kecil jika dikaitkan dengan hukum dan struktur pemerintahan
pada masa Orde Baru. Meskipun begitu banyak kaum intelek yang mengkritik

sikap pemerintah yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan

' Leo Suryadinata, Negara Dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia,
(Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), cetakan ke 1, him. 189
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beragama. Salah satunya kritik yang dibuat KH. Abdurrahman Wahid. la
berpendapat bahwa suatu kepercayaan adalah agama, hal itu tidak bisa ditentukan
oleh pemerintah tetapi oleh penganutnya. Pemerintah tidak boleh campur tangan
dalam urusan agama. Gus Dur juga berpendapat bahwa Konghucu adalah agama,
tidaklah adil kalau pemerintah menolak keberadaan agama minoritas ini.?

Awalnya pada masa Orde Baru, agama Konghucu dirangkul oleh
Soeharto. Pemerintahan soeharto menganggap agama sebagai suatu kekuatan
untuk mencegah munculnya kembali PKI dan gerakan sayap Kiri lainnya. Namun
pengakuan agama-agama minoritas bertolak belakang dengan kebijakan umum
Soeharto terhadap Warga Indonesia keturunan Tionghoa® vyaitu kebijakan
asimilasi yang sifatnya diskriminatif, yaitu dengan dibentuknya Inpres No.
14/1966 yang berisi tentang larangan melaksanakan adat-istiadat, agama, serta
kebudayaannya. Ini berarti pemerintan membatasi ruang gerak etnis Tionghoa
untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya.

Dengan tumbangnya Soeharto, Indonesia menjadi lebih demokratis.
Peraturan-peraturan yang diskriminatif rasial mulai ditinjau kembali. Keadaan
berubah ketika tahun 1998 Menteri Agama yang baru, Prof. Malik Fajar
mengumumkan bahwa pemerintah Kini telah mengakui Konghucu sebagai salah

satu agama yang resmi yaitu tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 5/1969

? 1bid, him . 180-190

¥ Dalam Skripsi ini saya menggunakan istilah Tionghoa untuk menyebut
orang Tionghoa keturunan Cina karena istilah Tionghoa lebih halus dibandingkan
dengan Cina yang mengandung arti ejekan. Tetapi untuk menyebut negaranya
saya menggunakan kata Cina.

* Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta: PT. Grafiti Pers,
1986), cetakan ke 2, him. 169-170
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telah menerima Konghucu sebagai salah satu agama.> Namun pengakuan agama
tersebut belum diakui secara sah karena belum mendapat pengakuan dari MPR.
Ketika Gus Dur menjadi Presiden, kebijakan anti diskriminasi menemukan
momentum yaitu dengan dikeluarkannya Inpres no. 6/2000 yang isinya mengenai
pencabutan Inpres no. 14/1966 tentang adanya larangan etnis Tionghoa untuk
menjalankan adat istiadat, kebudayaan, dan agama Konghucu.

Berbicara mengenai pluralisme® tidak terlepas dari peranan Presiden KH.
Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur. Gus Dur adalah seorang tokoh
yang sangat toleran terhadap kaum minoritas Tionghoa. Dalam hal ini etnis
Tionghoa juga memiliki hak-hak yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan
karena etnis Tionghoa bagian dari Warga Negara Indonesia. Suatu perjalanan
panjang di mana etnis Tionghoa turut berperan dalam kebudayaan serta
penyebaran Islam di Nusantara ini.

Selain terhadap etnis Tionghoa Gus Dur juga berperan terhadap eksistensi
agama Konghucu yang dianut oleh etnis Tionghoa, yaitu dengan diakuinya agama
Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia. Pengakuan ini memperkuat
kebijakan pemerintah pada tahun 1998. Menurut Gus Dur kerukunan antar umat
beragama bukan sekedar hidup berdampingan secara damai tetapi adanya saling

mengerti satu sama lain. Gus Dur berargumentasi, yang perlu dikembangkan

* Ibid, him. 191

® Pluralisme mungkin merupakan kebijakan budaya yang paling tepat.
Dalam pancasila disebutkan “Persatuan Indonesia” — bukan Kesatuan Indonesia —
artinya bahwa keragaman itu diakui, pluralisme bukan melting pot. Pluralisme
berarti bahwa semua daerah, semua tradisi, dan semua kebudayaan patut
dilestarikan dan dikembangkan Kuntowijoyo,.ldentitas Politik Umat Islam,
(Bandung: Mizan, 1997), him. 17
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adalah rasa kebersamaan dan saling mengerti di antara semua pihak dan
kelompok.”

Negara Indonesia berpegang kepada ungkapan Empu Tantular, “Bhinneka
Tunggal Ika”. Artinya kaum muslim di Indonesia telah sepakat untuk menerima
adanya negara yang bukan negara Islam.® Negara Indonesia adalah negara yang
multietnik yang mempunya banyak perbedaan baik itu budaya, agama, dan
sebagainya.

KH. Said Agil Siradj menyatakan bahwa sebenarnya pada diri tokoh Gus
Dur terdapat garis keturunan Tionghoa.” Meskipun begitu tidak usah
diperdebatkan apakah Gus Dur itu benar-benar memiliki darah Tionghoa atau
tidak. Dalam hal ini, yang penting di Indonesia adalah bahwa dalam suasana anti
Tionghoa, seorang presiden berani mengakui dirinya “Keturunan Tionghoa”
mempunyai arti politik luar biasa.™

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sudah cukup lama dan jumlahnya
pun cukup besar. Tetapi karena masalah etnis dianggap peka, sebelum tahun 2000,
data mengenai jumlah etnis Tionghoa di Indonesia tidak pernah masuk ke dalam
sensus penduduk. Jadi perkiraan mengenai Tionghoa masih didasarkan pada
sensus tahun 1930 yaitu sekitar 2, 03% dari jumlah penduduk Indonesia. Leo

Suryadinata tahun 2000-an memperkirakan jumlah penduduk Tionghoa warga

7 Irwan Suhanda (Ed), Perjalanan Politik Gus Dur, (Jakarta: Kompas,
2010), him. 21

® Abdurrahman Wahid, Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat, (Jakarta:
Kompas, 2008), cetakan ke 3, hIm. 26

° Benny G Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, (Jakarta : Elkasa,
2003), him. 32

'°Leo Suryadinata, op. cit., him192
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negara Indonesia dan warga negara Asing kira-kira sekitar 1,5-2,0% namun
Persentasenya lebih rendah jika dibandingkan dengan taksiran sensus tahun 1930.
Menurunnya persentasi etnik Tionghoa mungkin disebabkan oleh tiga faktor
utama: angka kelahiran yang menurun, imigrasi ke luar negeri akibat gejolak
politik dan sosial, dan kebijakan asimilasi selama Orde Baru.™

Masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen.
Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok.'? Secara
ekonomi etnis Tionghoa sangat kuat, hampir semua perekonomian di Indonesia
dikuasi oleh etnis Tionghoa. Salah satu kunci dari penyelesaian masalah Tionghoa
di Indonesia tidak saja terletak pada sistem ekonomi yang adil dan merata, tetapi
sama pentingnya adalah konsep bangsa Indonesia yang adil dan merata.'* Tanpa
adanya perbedaan antara kaum minoritas dan mayoritas atau antara penduduk
pribumi dan keturunan semuanya harus diberlakukan secara adil.

Suatu kenyataan kini, bahwa warga etnis Tionghoa merupakan bagian dari
kebhinekaan bangsa Indonesia, suatu hasil dari perjalanan panjang dan lama.
Kelompok ini turut menyumbang dalam pembentukan kebudayaan Nasional
Indonesia. Misalnya dalam pembendaharaan bahasa kesusasteraan, penyebaran

Agama Buddha dan Islam, produk tenunan dan batik, teknik pertukangan dan

|_eo Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia, (Jakarta:
Kompas, 2008), him.209-210

12 peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia
dan umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-
hari dan bertingkah laku seperti orang Indonesia sedangkan totok adalah
pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa
Tionghoa

“Leo Suryadinata, op. cit., him. 66
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bangunan, arsitektur batik dalam langgam bangunan, ornamen kawasan dan lain-

lainnya.™

B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah ini  berguna untuk mempermudah dalam
melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :
1. Apa yang melatarbelakangi di buatnya Inpres No. 6/2000?
2. Apaisi Inpres tersebut?

3. Bagaimana implikasi dari Inpres tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah
dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan :
1. Untuk mengetahui latar belakang di buatnya Inpres tersebut.
2. Untuk mengetahui isi dari Inpres tersebut.

3. Untuk mengetahui implikasi dari Inpres tersebut.

D. Kerangka Teori
Banyak sekali definisi tentang kebijakan publik. Sebagian besar para ahli
memberikan pengertian kebiajakan publik dalam kaitannya dengan keputusan-

keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang menyangkut

“Sugiri Kusteja, “Kedatangan Minoritas Tionghoa di Jawa Barat dan
Perkembangannya Kota Bandung”, (Majalengka: TP, TT), him : 1.
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kehidupan masyarakat dalam sebuah negara yang memberikan perubahan
terhadap warganya.™

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan bukan saja
dalam arti “Govermen” yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula
govermen yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada
intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara
langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial,
dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk,
masyarakat, atau warga negara.®

Kebijakan berasal dari kata “policy” (Inggris) yang artinya kebijakan.
Adapun definisi kebijakan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Lasswell
dan Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program mencapai tujuan, nilai-
nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Friedrich mendefinisan kebijakan
sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan kesulitan-
kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakansanaan tersebut dalam
rangka mencapai tujuan tertentu.” Adapun pengertian kebijakan publik menurut
Mac Rae Wilde, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh
pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang-
orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu sendiri dari

berbagai kegiatan yang serangkai, yang merupakan pilihan pemerintah dan

“ Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung:
Alpabeta, 2009), him. 3

'* Edi Suharto, op. cit., him. 3
7 Irfan Islamy, Kebijakan Publikl, (Jakarta: Karunia, 1993), him. 1.4
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kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar
orang. Adapun Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bila pemerintah mengambil
keputusan untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan
negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata
merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.*®

Dilihat dari partisipasi dalam kebijakan publik David Saston memandang
kebijakan publik sebagai respon politik terhadap lingkungan yang ada
disekitarnya. Pengaruh lingkungan budaya politik terhadap kebijakan publik tidak
dapat dipisahkan dari budaya masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang
berbeda cara pandangnya, sistem keyakinannya, gaya hidupnya dengan
masyarakat lainnya.™

Pandangan masyarakat Indonesia yang selalu beranggapan negatif
terhadap etnis Tionghoa menimbulkan adanya kontak sosial kurang baik di antara
keduanya.” Etnis Tionghoa tidak memiliki hak-haknya sebagai warga Indonesia
keturunan Tionghoa. Dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang
bersifat diskriminasi?* terhadap etnis Tionghoa semakin tampak bahwa
keberadaan Tionghoa di Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat

Indonesia.

¥1pid, him, 1.7

¥ Ibid, him, 8.1

*° Prasangka berasal dari dua kata latin yakni Prae (sebelum) dan Judicium
(penilaian). Kata tersebut mengandung pengertian suatu penilaian yang
dinyatakan sebelum mengetahui fakta Paul B. Horton, Sosiologi, (Jakarta:
Erlangga, 2008), him. 65

2! Diskriminasi merupakan cara memperlakukan orang berdasarkan pada
klasifikasi kelompok, bukannya berdasarkan cirri-ciri individu Ibid, hlm, 65
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E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa sumber buku dari perpustakaan,
toko buku, kolektor dan lain lain, Ditemukan beberapa karya terdahulu yang
membahas mengenai Tionghoa, salah satunya buku Negara dan Etnis
Tionghoa:Kasus Indonesia. Buku ini sangat mendukung untuk dijadikan bahan
referensi dan literatur dalam penulisan skripsi ini. Sebuah karya besar dari Leo
Suryadinata terbitan LP3S Jakarta. Di dalamnya terdapat satu bahasan yang secara
khusus membahas materi mengenai Tionghoa di Indonesia. Buku-buku lain yang
pernah dibahas antara lain.

Pertama, Leo Suryadinta Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia.
Dalam penulisan skripsi buku ini menjadi rujukan dari halaman 22 tentang
kondisi etnis Tionghoa di Indonesia. Cakupan buku ini meliputi tentang etnis
Tionghoa untuk mencari identitasnya sebagai Warga Negara Indonesia. Suatu
perjalanan panjang demi diterimanya etnis Tionghoa sebagai warga negara
Indonesia. ldentitas etnis Tionghoa sangat berpengaruh terhadap perkembangan
etnis Tionghoa di Indonesia. Dengan dihapusnya diskriminasi terhadap etnis
Tionghoa membuka ruang gerak etnis Tionghoa untuk mencari identitasnya.

Kedua, Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa. Membahas tentang
persepsi kaum pribumi terhadap etnis Tionghoa sehingga persepsi tersebut
berdampak terhadap politik pemerintahan Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia
tidak menerima orang Tionghoa peranakan maupun totok. Tionghoa peranakan
maupun totok masih dianggap Tionghoa kecuali mereka melepaskan identitasnya

sepenuhnya. Karena ketidak percayaan kaum pribumi terhadap minoritas



Z
-

‘uogaJip nelinN yyeAsg Niv| ueeyelsndiad Liep Jelem BueA uebuuadey ueyibniaw yepn uedinbuad 'q

‘uogaJdi nelinN yyeAs NIyI ueeyelsndiad uizies edue) undede ynjuaq wejep iul yeiw| eAiey yeAueqiedwaw neje ueywnwnbusw Buele|q 'z
‘yejesew nyens uenelun} neje 3Ly uesinuad ‘ueiode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbuad ‘e

@

: Jaquuns ueyingaAusw uep ueywniuesusw eduey Ul SNy BAJEY yninjas neje ueibeqas dinbusw Buele(q °|

]I‘f'
i

buepun-6uepun 1Bunpulig eydin yey
uogauip nelinN yyeAs Niv| ueexelsndiad NN eidiD YeH ©

Tionghoa, politik dalam negeri Indonesia selalu berupaya mengurangi apa yang
dianggap sebagai kekuatan ekonomi, politis, dan budaya para Tionghoa lokal
karena pada masa lampau orang Tionghoa melayani kepentingan penguasa
kolonial (Belanda dan Jepang).

Ketiga, Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia.
Buku tersebut menceritakan tentang semangat nasionalisme Tionghoa antara
tahun 1965-2008. Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan asimilasi yang
diberlakukan oleh Soeharto bersifat diskriminasi. Sebelum Indonesia merdeka
etnis Tionghoa terbagi dalam tiga kelompok dalam orientasi politik, namun sifat
nasionalisme Indonesianya tidak di hilangkan. Setelah Indonesia merdeka
semangat nasionalisme Indonesia di kalangan Tionghoa semakin kuat. Mereka
memiliki andil besar dalam pembangunan nation Indonesia yang baru. Dalam hal
ini, dihapuskannya istilah pribumi dan nonpribumi

Keempat, Sumanto Al Qurtuby Arus Cina-Islam-Jawa (Bongkar Sejarah
atas Peranan Etnis Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Jawa abad XV&XVI).
Dalam penulisan skripsi buku ini menjadi rujukan dari halaman 16 tentang
Sejarah awal etnis Tionghoa ke Indonesia. Cakupan buku ini membahas peranan
etnis Tionghoa dalam penyebaran Islam di pulau Jawa. Bahwa Islam yang
berkembang di Nusantara ini berasal dari Tiongkok serta Wali Songo yang
menyebarkan Islam di Nusantara sebagian adalah Tionghoa. Ada dua teori tenteng
jalur pengembangan Islam di Jawa yaitu teori Gujarat dan teori Arab. Nurcholish
Madjid melihat kecocokan "teori Cina" itu dari segi mazhab dan kebahasaan.
Mazhab yang berkembang di Cina adalah Sunni-Syafii, yang umumnya dianut

kaum muslim di Nusantara. Tionghoa bukan hanya Konghucu saja tetapi ada juga
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Tionghoa muslim, Tionghoa muslim tenggelam akibat pelapukan sejarah.
Percampuran budaya Cina-Islam-Jawa juga mempengaruhi budaya lokal di
Nusantara. Jadi sebenarnya etnis Tionghoa sudah ada sekitar 2000 tahun yang lalu
jauh sebelum muslim Tionghoa menyebarkan islam di pulau jawa.

Dalam buku buku tersebut belum adanya pembahasan yang signifikan
tentang kebijakan nondiskriminasi Gus Dur tentang Etnis Tionghoa. Buku buku
tersebut hanya menyinggung seputar keberadaan dan perkembangan etnis

Tionghoa di Indonesia sedangkan kebijakan Gus Dur hanya diulas sedikit saja.

F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yaitu
terdiri dari empat tahap, yaitu:

1. Heuristik

Buepun-buepun 16unpulg eydin yey
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Heuristik adalah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber.
Sumber tersebut terdiri dari sumber primer dan skunder. Sumber primer

adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata atau pelaku peristiwa
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yang pernah hidup sejaman. Sumber sekunder adalah keterangan yang di
dapat dari orang yang tidak sejaman yakni berupa buku, koran, atau
majalah.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Dalam hal ini, dilakukan uji tentang keabsahan tentang keaslian

‘uogalln nelinN y3eAs NI ueeyeisndiad uizias edue) undede ynuaq wejep 1ul yeiw| eAiey yeAueqiadwsw neje ueywnwnbusw Bueie|iq ‘g

suatu sumber (autentisitas) yang dilakukan melalui kritik eksteren dan

keabsahan tentang kesahihan  sumber (kredibilitas) yang dilakukan
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melalui kritik intern. Setelah itu kita harus melakukan pengujian tentang
asli atau tidaknya dari dua sumber tersebut.
3. interpretasi

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara
menghubungkan atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan
sumber sejarah lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari
suatu peristiwva masa lampau yang menjadi obyek penelitian. Kemudian
sumber tersebut dianalisis, diberi makna sehingga dapat dipahami secara

logis.

4. Historiogtafi
Fase terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi.
Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil
penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini hendaknya dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari fase
awal samapi akhir (penarikan kesimpulan.?
Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif-deskriptif yakni dengan menggunakan tehnik-tehnik yakni:
1. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview
pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan untuk memperoleh
informasi dan data data yang sesuai dengan bahasan dalam skripsi. Informan

dalam penelitian ini adalah :

22 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz. Media. 2007), cetakan 2, hIm. 63-76
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a. Pak Mustakim selaku budayawan Cirebon
b. Pak Dr. Satibi selaku Tionghoa peranakan
c. Pak Yudi selaku Tionghoa muslim

d. Pak Romo selaku Tionghoa peranakan

N

. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan oleh penulis yakni dari studi
kepustakaan berupa buku buku yang terdapat di perpustakaan IAIN Cirebon,
perpustakaan 400, dan beberapa kolektor buku.
G. Sistematika Penulisan
Skripsi ini akan dibahas dalam lima bab yaitu sebagai berikut.

Bab pertama Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori,
tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang kondisi etnis Tionghoa sebelum
diberlakukannya kebijakan Gus Dur yang berisi asal usul istilah Tionghoa,
Sejarah awal mulanya etnis Tionghoa datang ke Indonesia, perkembangan etnis
Tionghoa, kondisi etnis Tionghoa sebelum diberlakukannya kebijakan Gus Dur,
dan kerusuhan etnis Tionghoa sebagai akibat kebijakan Orde Baru.

Bab ketiga Menjelaskan tentang biografi KH. Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) yang berisi biografi Gus Dur, Pandangan-pandangan Gus Dur, dan
peranan Gus Dur dalam eksistensi Tionghoa di Indonesia, Gus Dur sebagai
presiden.

Bab keempat Menjelaskan tentang kebijakan non diskriminasi Gus Dur

dan implikasinya yang berisi proses yang melatarbelakangi adanya kebijakan-



Bab kelima Penutup yang berupa kesimpulan atas keseluruhan skripsi.

kebijakan terhadap etnis Tionghoa, peraturan-peraturan tentang asimilasi terhadap

etnis Tionghoa, dan implikasinya.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
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